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RINGKASAN

EKSEKUTIF

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Serentak Tahun 2020 pada masa
Pandemi Coronavirus Disease 2019

(COVID-19) digunakan oleh beberapa
pasangan calon untuk mendapatkan
suara dan memenangkan kontestasi
menggunakan cara yang melanggar
Salah
penyelewengan dana bantuan sosial

hukum. satunya  melalui
(bansos) demi kepentingan elektoral
yang dilakukan oleh pasangan calon
petahana

dengan menggunakan

kekuasaan yang sedang dimilikinya.

Terdapat tiga hal penting yang dapat
dilakukan pemerintah dan Dewan
Rakyat (DPR)

undang-undang,

Perwakilan selaku

pembentuk serta
KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) selaku
penyelenggara

agar mampu

mempersiapkan dan melaksanakan
pilkada serentak periode selanjutnya
yang bebas dari praktik korupsi

dengan memantfaatkan dana bansos.

Pertama, dibutuhkan sebuah regulasi

yang  konkret dalam  mengatur
penyalahgunaan  wewenang  yang
dilakukan oleh petahana dengan

memanfaatkan dana bansos.

Oleh karena itu, DPR Bersama dengan
pemerintah selaku pembentuk undang-
undang dapat melakukan revisi terhadap

uu Pilkada  dan
ketentuan hingga sanksi bagi kepala

menambahkan

daerah yang menggunakan dana bansos
dalam kampanye di pilkada serentak.

Kedua, KPU dan selaku

penyelenggara pilkada serentak harus

Bawaslu,

mampu melaksanakan pesta demokrasi
yang berintegritas dan bebas dari
praktik

penyalahgunaan

politik uang seperti

bansos demi

kepentingan elektoral.

Ketiga, Koordinasi antar lembaga, baik

itu penyelenggara pilkada maupun

lembaga negara lainnya, menjadi

kebutuhan untuk meningkatkan kualitas
serentak

penyelenggaraan  pilkada

kedepannya. Salah satu kolaborasi yang

dilakukan adalah
mengawasi tindakan petahana yang

dapat untuk

memanfaatkan simbol daerah atau

program milik pemerintah daerah
bansos demi

seperti kepentingan

elektoral.
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DAFTAR

SINGKATAN

Pilkada = Pemilihan Kepala Daerah

COVID-19 = Coronavirus Disease 2019

Bansos = Bantuan sosial

Bawaslu = Badan Pengawa Pemilu

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
[KP = Indeks Kerawanan Pemilu

Perppu = Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Uu = Undang-Undang

APIP = Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Pemilu = Pemilihan Umum

APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DKPP = Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Pemda = Pemerintahan Daerah

DPR = Dewam Perwakilan Rakyat



ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada masa Pandemi
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dimanfaatkan oleh beberapa pasangan calon
untuk mendulang suara dengan menggunakan cara yang melanggar hukum. Salah
satunya adalah penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) demi kepentingan
elektoral yang dilakukan oleh pasangan calon petahana. Untuk itu, dengan
menggunakan metode mixed legal study atau dikenal juga dengan metode yuridis
empiris, analisis kebijakan ini mencoba untuk mengurai korupsi politik dalam
bentuk bansos di Pilkada Serentak 2020. Selain itu, tulisan ini akan mencoba untuk
mengulik secara objektif hambatan dalam upaya mengatasi korupsi politik bansos
dalam penyelenggaraan pilkada. Hasil dari kajian ini, menunjukkan bahwa petahana
berpotensi melakukan korupsi politik dengan menggunakan dana bansos pandemi
COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa langkah persiapan untuk
mencegah praktik korupsi politik melalui regulasi dan koordinasi antar lembaga
negara, serta menanggulanginya dengan menggunakan penerapan sanksi yang
proporsional.

Kata kunci: Pilkada Serentak, Korupsi Politik, Bantuan Sosial



PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 belum
mampu belajar dan mengatasi permasalahan yang terus berulang pada tiap periode
pelaksanaannya, salah satunya adalah praktik politik uang. Bahkan, pandemi
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) turut dimanfaatkan oleh calon peserta
pilkada untuk kepentingan politik pribadi (kompas.com, 2020). Seperti beberapa
calon petahana yang menyelewangan dana bantuan sosial (bansos) demi
kepentingan politik elektoral.

Mochammad Afifudin selaku Komisioner Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu)
memaparkan bentuk politisasi bansos yang dilakukan oleh petahana di masa
pandemi. Diantaranya yaitu bantuan yang diberi label foto kepala daerah petahana
atau label bantuan partai politik tertentu. Kemudian, juga terdapat bansos yang
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi diberikan atas
nama kepala daerah atau partai politik (Kompas.com, 2020). Pelanggaran berupa
praktik politik uang merupakan salah satu pelanggaran yang sulit untuk diatasi
pada pelaksanaan pilkada. Namun, bukan berarti hal ini tidak dapat dicegah dan
diberantas.

Permasalahan muncul pada saat proses pembuktian dilakukan. Sebab, pada Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) melarang Calon dan/atau tim Kampanye
menjanjikan dan /atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi
penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Unsur yang harus dipenuhi pada pasal
tersebut adalah “adanya upaya untuk mempengaruhi”. Sementara penyelenggara
pilkada seringkali menafsirkan frasa tersebut menjadi lebih luas, yaitu harus
terdapat upaya berupa ajakan untuk memilih atau tidak memilih pasangan tertentu
pada saat tahapan kampanye.

Tafsir tersebut membuat beberapa bentuk praktik politik uang, seperti penggunaan
bansos menjadi lebih sulit untuk diungkap. Hal ini disebabkan karena rata-rata
penjatuhan sanksi yang dilakukan pada praktik politik uang mengedepankan unsur
ajakan secara langsung oleh kandidat, partai politik, atau tim kampanye. Oleh
karena itu, pembuktian unsur atas perbuatan yang dilakukan (actus reus) atas
penggunaan foto kepala daerah petahana atau lambang partai politik pada bansos
menjadi lebih sulit dilakukan.



Praktik ilegal yang dilakukan oleh kepala daerah petahana dengan memanfaatkan
bansos ketika melakukan kampanye merupakan satu hal yang tidak diantisipasi
oleh penyelenggara pilkada. Walaupun Bawaslu telah memetakan praktik politik
uang sebagai permasalahan yang akan mengganggu kelancaran penyelenggaraan
pilkada dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020, namun hal ini
ternyata belum mampu membendung praktik politik transaksional tersebut di
lapangan.

[KP yang disusun oleh Bawaslu sudah memetakan dua potensi terjadinya politik
transaksional pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di tahap
pencalonan. Ketika proses kandidasi dilakukan, terbuka ruang terjadinya transaksi
politik antara calon peserta dengan partai politik dalam bentuk uang mahar politik.
Kemudian praktik politik uang seperti jual beli suara (vote buying) juga telah diduga
akan terjadi pada tahap kampanye.

Namun, munculnya bansos akibat pandemi COVID-19 tidak termasuk dalam hal
yang diantisipasi oleh penyelenggara pilkada. Pemetaan terkait praktik politik uang
masih berkutat pada bentuk konvensional seperti vote buying. Hal tersebut
membuat praktik politik transaksional menggunakan bansos yang dilakukan oleh
kepala daerah petahana menjadi kurang diperhatikan.

Tulisan ini akan menggali lebih dalam tentang praktik politik uang menggunakan
bansos yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Tulisan ini
juga akan menilik model politik transaksional terkait bansos dan upaya yang telah
dilakukan oleh penyelenggara pilkada untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut.



PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut:
1.Bagaimana praktik politik uang dalam bentuk bansos pada penyelenggaraan
Pilkada Serentak 20207
2.Bagaimana strategi dalam mencegah praktik politik uang dalam bentuk bansos
pada penyelenggaraan Pilkada Serentak?

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi Politik

Korupsi politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, karena
figur sentral dari korupsi politik adalah subyek hukum yang memiliki kekuasaan
politik, menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat konstitusional untuk
menegakkan demokrasi. Korupsi politik mengindikasikan adanya penyalahgunaan
amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang
kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Korupsi politik dilakukan oleh
pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan prasarana yang melekat
pada kedudukan dan posisi sosial politik yang ada padanya. Penyalahgunaan posisi
strategis pelaku korupsi politik berdampak pada berbagai bidang, yaitu pada bidang
politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan sosial yang negatif bagi rakyat (Rumesten,
2014).

Robin Hodess sebagaimana dikutip Almas Ghaliya Putri Sjafrina mendefinisikan
korupsi politik sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi (political
leaders or elected officials) untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan
meningkatkan kekuasaan atau kekayaan. Korupsi oleh pemegang kekuasaan atau
kewenangan politik ini tidak hanya terjadi dalam bentuk transaksi uang, tetapi juga
pengaruh (trading in influence). Dilihat dari pelaku, modus, dan polanya, korupsi
yang dilakukan oleh aktor politik di atas tergolong sebagai korupsi politik. Dari sisi
waktu, korupsi politik dapat terjadi sebelum, saat, dan setelah pelaku menjabat
sebagai pejabat publik (Sjafrina, 2019).



Politik Uang dalam Pilkada

Peter Sandholt Jensen sebagaimana dikutip Lati Praja dkk menjelaskan bahwa
politik uang merupakan transaksi politik yang dilakukan oleh kandidat untuk
memperoleh kekuasaan dan menarik simpati rakyat. Permasalahan tersebut tidak
hanya terjadi pada masa tahapan pemungutan suara tapi juga pada tahapan pra,
sampai pasca pemilu. Terdapat beberapa bentuk praktik politik uang, seperti jual
beli suara (vote buying) dan uang mahar politik (Lati Praja Delmana, 2020).

Feri Amsari merumuskan pola atas model politik uang yang terjadi dalam pilkada,
yaitu politik uang yang dilakukan antara pemilik modal dengan calon peserta; calon
peserta dengan partai politik; calon peserta dan/atau partai politik dengan
penyelenggara; calon peserta dan/atau partai politik dengan konstituen dan/atau
masyarakat; dan calon peserta dan/atau partai politik. Politik uang tidak hanya
membahas tentang jual beli suara dalam pemilu, namun juga tentang perputaran
uang yang terjadi selama pelaksanaan pemilu (Amsari, 2019).

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati mendefinisikan praktik politik uang dalam
pilkada menggunakan dua konsep yang berbeda. Pertama, konsep patronase yang
merupakan praktik pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi
lainnya yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih yang berasal dari dana
pribadi atau dana publik. Kedua, konsep klientelisme merujuk pada karakter relasi
antara politisi dengan pemilih atau pendukung. Konsep ini melihat bahwa terdapat
hubungan timbal balik antara politisi dengan pemilih, yaitu berupa pertukaran

antara keuntungan material dengan dukungan politik (Sukmajati, 2015).

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang praktik politik uang dalam
penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, penelitian ini menggunakan metode
mixed legal study atau dikenal juga dengan sosio legal, yaitu kombinasi antara
metode penelitian hukum doktriner atau normatif dengan metode penelitian
hukum empiris (Shidarta, 2009) atau yuridis sosiologis. Menurut Sunaryati
Hartono, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori
hukum dan pembentukan asas hukum baru (Hartono, 1994).

Pada objek yang sama juga akan dilakukan pendekatan normatif empiris. Pada
dasarnya pendekatan ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum
normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian
normatif-empiris akan menitikberatkan pada implementasi (fakta) ketentuan
hukum normatif (undang-undang) pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020
di Tengah Pandemi COVID-19
Pada tahun 2020, Indonesia
menyelenggarakan pesta demokrasi di
tingkat lokal vyaitu pemilihan kepala
daerah vyang untuk pertama kalinya
dilakukan secara serentak. Namun, akibat
peningkatan kasus COVID-19 sepanjang
tahun 2020, muncul beberapa opsi terkait
Pilkada. Mulai dari
tawaran untuk menunda penyelenggaraan

penyelenggaraan

pilkada dalam jangka waktu tertentu atau
hingga pandemi COVID-19 dianggap
berakhir, sampai pada pilihan untuk tetap
memaksakan
tengah
memperhatikan protokol kesehatan dan

penyelenggaraannya  di
pandemi dengan tetap
keselamatan masyarakat. Namun, muncul
tantangan mendasar terkait landasan
hukum penyelenggaran Pilkada di tengah
pandemi.

Tidak adanya regulasi yang mengatur
tentang penyelenggaraan Pilkada di
tengah  bencana non-alam, seperti
Pandemi COVID-19 membuat Presiden
Joko Widodo menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota. Salah satu ketentuan yang diatur
melalui Perppu a quo adalah penundaan
waktu pemungutan suara, yang awalnya
akan dilaksanakan pada 23 September
2020 ditunda hingga bulan Desember
2020 akibat Pandemi COVID-19.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020
di tengah pandemi COVID-19 dengan
menggunakan ketentuan yang terdapat
pada UU Pilkada dan Perppu a quo
tentunya memiliki dampak positif dan
juga dampak negatif (Ristyawati, 2020).
Sisi positifnya, melalui penyelenggaraan
Pilkada Serentak tahun 2020 berarti
amanat yang tertuang dalam Pasal 201
ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 yang
“Pemungutan suara serentak Gubernur

menyatakan bahwa
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota hasil pemilihan tahun 2015
dilaksanakan pada bulan September
tahun 2020”. Namun, sisi negatifnya pun
memiliki dampak yang buruk bagi iklim
demokrasi Indonesia. Salah satunya
adalah praktik politik uang dengan
memanfaatkan dana bantuan sosial
(bansos).

Persoalan yang membayangi
penyelenggaraan pilkada yang lalu tidak
hanya pandemi COVID-19. Mahalnya
ongkos politik juga menjadi salah satu
isu yang kembali menyeruak. Walaupun
terjadi hampir pada tiap gelaran pemilu
maupun pilkada, namun masih belum
terdapat obat untuk mengatasi penyakit
politik ini.
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Merujuk pada Rilis Lembaga Survei
Indonesia tentang Survei Politik Uang
pada 10 Januari 2021, terdapat tiga

permasalahan muncul  dalam

yang
penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Pertama, rendahnya partisipasi warga
dalam pemilu. Hal ini karena di masa
dikhawatirkan
memilih karena takut tertular virus
COVID-19. Kedua, meningkatnya politik

uang. Kekhawatiran ini terkait dengan

wabah, warga enggan

kondisi ekonomi yang memburuk di masa
sehingga
terutama melalui pemberian uang oleh

wabah mobilisasi  pemilih
calon kepala daerah diduga akan marak.
Ketiga, pemanfaatan bansos COVID-19
oleh petahana di wilayah COVID-19. Dalam
rangka mengambil simpati pemilih, maka
bansos yang diberikan dengan anggaran
negara atau daerah digunakan sebagai
sarana kampanye oleh petahana (Isi.or.id,

2021).

Munculnya pragmatisme politik akibat
pandemi merupakan lawan pertama yang
dihadapi oleh Pilkada Serentak Tahun
2020. Kondisi perekonomian masyarakat
yang kian menurun akibat pandemi telah
menjadi hal yang dimanfaatkan oleh
politisi untuk memainkan politik uang.
Pemilih akan memutuskan untuk menjual
suaranya demi
ketimbang

apapun sama sekali.

mendapatkan sejumlah

uang, tidak mendapatkan

Tergerusnya kesadaran politik masyarakat
ini menjadi salah satu pertanda kematian
demokrasi. Saat ini, mayoritas pemilih
yang mentoleransi praktik politik uang
bukan merupakan individu yang tidak
bahwa hal ini

memahami merupakan

bentuk korupsi.

Namun, mereka memilih untuk bersikap
skeptis akibat hilangnya kepercayaan
pada kepemimpinan kepala daerah
sebelumnya. Sekalipun menolak uang
pembeli  suara  tersebut, mereka
menganggap bahwa tidak akan ada
perubahan berarti, siapapun yang akan

terpilih nantinya (Febrinandez, 2020).

Korupsi politik dalam bentuk bansos
Pilkada
merupakan salah satu permasalahan

pada penyelenggaraan

yang muncul pada penyelenggaraan
tingkat lokal.
secara  spesifik
praktik
untuk

demokrasi di
tidak

pesta
Walaupun

menjelaskan tentang
penyalahgunaan bansos

kepentingan elektoral, namun IKP
Pilkada Serentak 2020 yang disusun
oleh Bawaslu telah menunjukan sebuah
kecenderungan tertentu, di mana
korupsi politik merupakan bagian dari
dimensi kerawanan yang dapat terjadi

pada Pilkada Serentak 2020.

Pada praktiknya, terdapat enam daerah
yang diduga menjadi tempat terjadinya
praktik politik yang dalam bentuk
bansos pada gelaran Pilkada Serentak
2020.
pemeriksaan

Namun, berdasarkan proses
yang dilakukan oleh
penyelenggara pilkada, tidak ada daerah
yang terbukti praktik
tersebut. Hal ini terjadi karena sulitnya
hingga

pembuktian praktik politik uang, apalagi

melakukan
melakukan pelacakan

terkait dengan penyalahgunaan bansos.
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Tabel 1. Daftar Daerah vang Diduga Terlibat Korupsi Politik dalam Bentuk Bantuan Sosial

No. | Provinsi/'Kabupaten/Kota Proses Putusan

1. Halmahera Utara Pemeriksaan oleh KPU Tidak Terbukti
2. Pegununangan Bintang Pemeriksaan oleh KPU Tidak Terbukti
3. Ogan Ilir Tidak Memenuhi Syarat -

4. Kabupaten Kaur Pemeriksaan oleh KPU Tidak Terbukti
5. Kabupaten Banggai Tidak Memenuhi Syarat -

6. Kabupaten Gorontal Pemeriksaan oleh KPU Tidak Terbukti

Sumber: Dari berbagai sumber dan diolah penulis, 2021.

Pihak yang paling diuntungkan dalam
penyaluran bansos pada penyelenggaraan
Pilkada Serentak 2020 adalah pasangan
calon petahana, terutama dalam
penyaluran dana bantuan bansos dengan

label pribadi. Pilkada di bawah bayang-

bayang COVID-19 dapat mengubah
konstelasi isu-isu yang semula
konvensional menjadi lebih  kepada

rencana aksi nyata. Oleh karena itu,
Pilkada tidak berakhir
pertarungan ide dan janji dari masing-

menjadi

masing pasangan calon, namun bergeser
kepada tindakan-tindakan konkret yang
dapat dirasakan oleh calon pemilih secara
telah
menunjukkan kesempatan yang drastis

langsung. Situasi pandemi

bagi pemilih untuk mempelajari
objektif
berdasarkan tindakan yang dilakukannya

(Prayudi, 2020).

kemampuan petahana secara

Bantuan Sosial dalam Pusaran Politik
Uang di Pilkada Serentak 2020

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di
tiap gelaran pilkada sebenarnya tidak
banyak mengalami perubahan. Beberapa
permasalahan yang muncul masih tetap
sama, namun hanya sedikit berubah akibat
kondisi objektif yang terjadi pada saat itu.
Terkait
praktik politik uang, sebenarnya telah

dengan pelanggaran berupa
dilarang melalui undang-undang tentang

pemilihan kepala daerah.

Tabel 2. Dasar Hukum Larangan Praktik Politik Uang dalam UU Pilkada

No. Bentuk Praktik Politik Uang Dasar Hukum

L. Mabhar politik dari partai politik Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor
I Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan  Gubernur, Bupati, dan
Walikota

“Partai politik atau gabungan partai
politik dilarang menerima imbalan dalam
bentuk apapun pada proses pencalonan

eubernur, bupati, dan walikota™.

I

Politik vang kepada pemilih untuk | Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor
memilih calon tertentu 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang
menjanjikan dan/atau memberikan uang
atau materi lainnya untuk mempengaruhi

penyelenggara  Pemilihan  dan/atau

Pemilih.”
Sumber: Dari berbagai sumber dan diolah penulis, 2021.
Selain  langkah  preventif  melalui
ancaman  pidana  hingga  sanksi

administratif yang terdapat dalam UU
Pilkada,
telah memetakan potensi permasalahan

penyelenggara pemilu juga

yang dapat mengganggu Kkelancaran
penyelenggaraan. Hal tersebut terdapat
dalam IKP Pilkada Serentak 2020.

[KP  disusun oleh
penyelenggaraan pemilu dan pilkada
bentuk
dengan

Bawaslu tiap

untuk memetakan berbagai
kecurangan yang terjadi
menguraikan modus kecurangan, faktor
penyebab, dan agen yang terlibat.
Dimensi kerawanan IKP Pilkada 2020
adalah: i) Konteks Sosial Politik; (ii)
Penyelenggaraan yang Bebas dan Adil;
(iii) Kontestasi; dan (iv) Partisipasi.
Keempat dimensi tersebut menjadi
dasar untuk memahami tingkat dan
dinamika kerawanan Pemilu, serta
perumusan variabel dan indikator IKP

Pilkada 2020.
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Pada dimensi konteks sosial

praktik politik uang termasuk ke dalam

politik,

subdimensi relasi kuasa tingkat lokal,

bersama dengan mobilisasi dengan
intimidasi. Menggunakan data yang telah
dihimpun melalui IKP Pilkada Serentak
2020,

melakukan antisipasi

penyelenggara pilkada dapat
dan memberikan
pengawasan ekstra terhadap daerah yang
berpotensi

menjadi tempat terjadinya

praktik politik uang.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73
ayat (1) UU Pilkada telah menegaskan
bahwa calon dan/atau tim kampanye
dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya

dilarang menjanjikan

untuk  mempengaruhi  penyelenggara
pemilihan dan/atau pemilih. Bagi calon
yang terbukti melakukan praktik politik
uang berdasarkan putusan Bawaslu
Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi
pembatalan sebagai pasangan calon oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
atau KPU Kabupaten /Kota.

penjatuhan sanksi administrasi tidak akan

Namun,
menggugurkan sanksi pidana.

Kemudian, tim kampanye yang terbukti
melakukan praktik politik uang, maka
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum akan
dikenai sanksi sesuai

pidana dengan

ketentuan peraturan perundang-
undangan. Walaupun tidak secara spesifik
melarang praktik politik uang dalam
penyelenggaraan pilkada, tetapi ketentuan
ini telah cukup untuk mampu memberikan
ancaman serta efek jera, jika memang

aturan tersebut benar-benar dijalankan.

Secara umum, peraturan perundang-
undangan membatasi larangan praktik
politik uang hanya terbatas pada saat
penyelenggaraan kampanye. Kampanye
merupakan “core feature” dan “essential
supplement” dalam Pilkada. Kampanye
dapat memengaruhi preferensi politik
dukungan publik
(Rudiger, 2002). Karena itu, kampanye

dan memobilisasi

diyakini mampu memengaruhi proses
pengambilan keputusan dari seseorang
atau suatu kelompok (Siti, 2018). Itulah
sebabnya, kampanye berdasarkan Pasal
1 angka 21 UU Pilkada merujuk ke
“kegiatan untuk meyakinkan pemilih.”

UU Pilkada juga membatasi pemaknaan
kampenye dengan kerangka penafisran
yang lain. Hal ini merujuk ke Pasal 5
ayat (1) dan (3), Pasal 63 ayat (3), dan
Pasal 67 ayat (1) UU Pilkada. Pasal-pasal
tersebut

menjadikan pemaknaan

kampanye dispesialisasi pada setiap
kegiatan untuk meyakinkan pemilih
yang dilakukan dalam rentang waktu
yang telah ditentukan KPU. Ini sama
dengan pemaknaan dari Rogers dan
Storey, bahwa kampanye merupakan
kegiatan terencana yang dilakukan
secara terus-menerus dan dalam waktu
yang spesifik untuk menciptakan akibat,
efek, atau outcome tertentu (Charles,

2013).
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Pada konteks Pilkada serentak 2020,
penetapan pasangan calon dilakukan pada
23 September 2020 dan masa kampanye
ditetapkan pada 26 September hingga 5
Desember 2020 berdasarkan Peraturan
KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Bila
merujuk ke larangan kampanye di luar
jadwal sebagaimana diatur UU Pilkada,
maka larangan Pasal 69 huruf k dan sanksi
187 UU Pilkada
diterapkan untuk kegiatan kampanye yang
dilakukan pada 23 hingga 26 September

2020. Maraknya pelanggaraan pada tahap

Pasal hanya dapat

kampanye justru dilakukan sebelum 23
September 2020 (Hadi, 2020).

Pelanggaran pada tahapan kampanye yang
dilakukan
sebuah kenyataan. Secara kasuistis, ini

oleh petahana merupakan

terjadi  dalam  penyaluran  bansos
COVID-19, sebagaimana
Klaten dan Walikota

serta Wakil Walikota Semarang dalam

penanganan
dilakukan Bupati

rangka mencalonkan diri kembali pada
Pilkada 2020. Tindakan ini dilakukan
melalui tiga modus. Pertama, bansos
dikemas dan dilabeli gambar petahana.
Kedua,

dikemas

bansos yang didistribusikan

dengan menyertakan jargon
kampanye dan simbol-simbol politik dari
petahana. Ketiga, bansos diberikan tidak
mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas
nama petahana secara pribadi (Nugraheny,

2020).

Sepanjang penyelenggaraan Pilkada
Serentak Tahun 2020, terdapat 262 kasus
dugaan  pelanggaran  politik  uang.
Sebanyak 197 kasus yang dilaporkan oleh
masyarakat dan 65 kasus merupakan

temuan Bawaslu.

Angka penanganan politik uang tersebut
dikumpulkan hingga 17 Desember 2020
(Bawaslu.go.id, 2020). Salah satu bentuk
praktik politik uang yang terjadi adalah
penggunaan bansos pandemi COVID-19
pada tahap kampanye.

Dengan demikian, dibutuhkan beberapa
langkah taktis untuk mengatasi praktik
politik uang dengan menggunakan
bansos dalam penyelenggaraan pilkada.
adalah
peraturan perundang-undangan selain

UU Pilkada, yaitu (Hadi, 2020):

Diantaranya menggunakan

Pertama, pengawasan kampanye
petahana dalam pilkada serentak dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Daerah (UU

Pemda). Kampanye yang dilakukan oleh

tentang Pemerintahan

petahana berpotensi disalahgunakan
jika dalam kapasitasnya sebagai kepala
daerah, bukan calon kepala daerah. Hal
ini menjadi hal yang penting untuk
diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan
yang tidak

memisahkan diri antara kepala daerah

petahana mampu
dan peserta pilkada membuka ruang
terjadinya praktik politik uang berupa
penyalahgunaan wewenang.

Namun, UU Pemda tidak mengatur

secara eksplisit ketentuan tentang

potensi penyalahgunaan wewenang
yang dilakukan oleh petahana dalam
penyelenggaraan pilkada. Walaupun,
tidak ada yang keliru dengan ketiadaan
tersebut

aturan tersebut, hal

dikarenakan UU Pemda merupakan

seperangkat aturan tentang
penyelenggaraan pemerintahan daerah,
bukan tentang kampanye dalam
penyelenggaraan pilkada.
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Namun, dalam kapasitasnya sebagai kepala
daerah, maka tindakan petahana yang
berhubungan dengan pembentukan
kebijakan dan peraturan daerah ikut
menjadi objek pengawasan di bawah
naungan UU Pemda. Dalam hal ini, UU
Pemda sesungguhnya memiliki pasal-pasal
yang dapat digunakan sebagai instrumen
pengawasan terhadap tindakan
pemanfaatan jabatan demi kepentingan

elektoral ini.

Kedua, pengawasan pelanggaran dalam
tahapan kampanye yang dilakukan oleh
petahana dan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007
Bencana (UU Penanggulangan Bencana).

tentang Penanggulangan

Pelanggaran kampanye oleh petahana juga
objek
berdasarkan UU Penanggulangan Bencana.
Hal tersebut konteks
pengelolaan bantuan

dapat  menjadi pengawasan
merujuk pada
sumber  daya

bencana yang diselenggarakan oleh

yang
sumber

pemerintah  daerah. Petahana
“menyalahgunakan pengelolaan
daya bantuan bencana” untuk urusan
kampanye bisa diancam berdasarkan Pasal
78 UU Penanggulangan Bencana dengan
denda. UU

memberikan

pidana  penjara  dan

Penanggulangan Bencana
keleluasaan bagi penegak hukum untuk

yang
sumber

mengawasi petahana
menyalahgunakan pengelolaan
daya bantuan bencana untuk kepentingan
elektoralnya. UU Penanggulangan Bencana
pararel dengan UU Pilkada; pelanggaran
kampanye yang dilakukan oleh petahana
dengan memanfaatkan bansos tergolong
sebagai tindak pidana.

Ketiga, pengawasan kampanye yang
dilakukan oleh petahana dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).
Kampanye yang dilakukan oleh petahana
ternyata juga dapat diawasi berdasarkan

UU Pelayanan Publik.

Hal tersebut dikarenakan
kegiatan atau program petahana dalam
kebutuhan

pelayanan dapat disalahgunakan untuk

setiap

rangka pemenuhan
kepentingan kampanye pada pilkada
serentak.

Potensi ini disadari oleh pembuat
undang-undang. Oleh karena itu, Pasal
34 huruf k dan m UU Pelayanan Publik
“tidak

menyalahgunakan sarana dan prasarana

mengatur  agar  petahana

serta fasilitas pelayanan publik” dan
“tidak
jabatan, dan/atau kewenangan yang

menyalagunakan  informast,

dimiliki” untuk kepentingan pribadi. UU
tidak
ditaatinya aturan di atas, mengatur

Pelayanan Publik, pada saat

mekanisme pengawasan melalui Pasal
35 UU Publik.
pengawasan internal yang dilakukan

Pelayanan Selain
oleh atasan langsung dari petahana dan
pengawas fungsional, UU Pelayanan
Publik memungkinkan masyarakat dan
Ombudsman mengawasi ada tidaknya
pelanggaran kampanye yang dilakukan

petahana melalui pelayanan publik.

Strategi
Korupsi Politik Melalui Bansos pada

Mencegah Politisasi dan
Penyelenggaraan Pilkada Serentak

Penyelenggaraan pilkada di tengah
pandemi merupakan hal yang pertama
kali dihadapi oleh

Ketidaksiapan aturan hukum hingga

Indonesia.

infrastruktur  penunjang seharusnya

menjadi pertimbangan utama untuk
dapat menunda pilkada. Namun, pesta
raya telah diselenggarakan. Saatnya
untuk membersihkan sisa permasalahan
yang masih menumpuk. Untuk itu,
penting untuk melakukan evaluasi agar
permasalahan seperti saat ini tidak

terjadi lagi.
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Pilkada kali ini juga memberikan

keuntungan tersendiri bagi petahana.
Pasalnya, petahana memiliki kekuasaan
dan kewenangan untuk membuat program
yang berpotensi untuk disalahgunakan
demi kepentingan pribadinya. Misalnya,
dengan memanfaatkan bantuan sosial dari
pemerintah untuk membangun citra
politiknya. Mendulang suara dengan cara
seperti ini merupakan salah satu bentuk
korupsi karena melibatkan kekuasaan yang
saat ini dimilikinya.

Beberapa langkah

pembentukan regulasi yang saling terkait

strategis  berupa
dan saling melengkapi antara satu dengan
lainnya, hingga kolaborasi yang dilakukan
antar lembaga terkait, bukan hanya oleh
lembaga penyelenggara pilkada, perlu
dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar
celah terjadinya praktik politik uang
demi

berupa penyalahgunaan bansos

kepentingan elektoral dapat dicegah

secara efektif dan efisien.
Koordinasi antar lembaga, baik itu
penyelenggara pilkada maupun lembaga
kebutuhan

meningkatkan kualitas penyelenggaraan

negara, menjadi untuk
pilkada serentak kedepannya. Salah satu
kolaborasi yang dapat dilakukan misalnya
untuk mengawasi tindakan petahana yang
memanfaatkan  simbol daerah  atau
program milik pemerintah daerah seperti
bansos demi kepentingan elektoral. Dalam
hal ini, maka Bawaslu dapat melakukan
kerja sama dengan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) (Hadi, 2020).

Selanjutnya, terkait dengan pemanfaatan
keuangan negara yang tidak dapat diawasi

Pilkada. Sebuah
menunjukkan  tren  alokasi

oleh penyelenggara
temuan
program dana bansos yang mengalami
kenaikan pada daerah dengan calon
kepada daerah petaha. Hal ini misalnya

terjadi di Jawa Tengah.

APBD tahun 2018, alokasi bansos dan
hibah dianggarkan sebesar Rp5,6 triliun.
[ronisnya, jumlah ini melebihi pagu
bansos dan hibah pada APBD-P 2017,
Rp5,34 triliun dan APBD-P 2016, Rp5,35
triliun (Akbar, 2018). Apalagi, bansos
cenderung

rentan  disalahgunakan

dalam kompetisi politik seperti pilkada.

Padahal hal tersebut telah dicoba untuk
diantisipasi melalui ketentuan yang
terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU
Pilkada yang menyatakan bahwa:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati
atau Wakil Bupati, dan Walikota atau
Wakil Walikota dilarang menggunakan
kewenangan, program, dan Rkegiatan
yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon baik di daerah
sendirt maupun di daerah lain dalam
waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal
penetapan calon

pasangan sampai

dengan penetapan pasangan calon
terpilih.”
Namun

demikian, penggelembungan

dana  bansos menjelang  waktu
penyelenggaraan pilkada yang dilakukan
oleh petahana tetap tak bisa dilakukan.
Pandemi COVID-19 dianggap sebagai
alasan pembenar untuk
menggelontorkan dana untuk bansos
walaupun  hal  tersebut  maupun
merugikan salah satu pasangan calon.
Selain menggunakan ketentuan yang

terdapat pada UU Pilkada, sebenarnya

pengawasan juga dapat dilakukan
dengan melibatkan aparat penegak
hukum dengan  mengacu  pada

ketentuan pidana dalam Pasal 78 jo.
Pasal 65 UU Penanggulangan Bencana
yang juga dapat dikoordinasikan dengan
penyelenggara Pilkada.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi praktik

korupsi dengan memanfaatkan dana bansos untuk mendulang suara dalam
penyelenggaraan pilkada. Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat
pandemi COVID-19 akan menjadi kelompok riskan dimanfaatkan oleh calon kepala
daerah untuk kepentingan elektoral semata.

Pilkada Serentak 2020 berpotensi memunculkan diskresi petahana, terutama dalam
penyaluran dana bansos dengan label pribadi. Pemilu di bawah bayang-bayang
COVID-19 dapat mengubah konstelasi isu-isu yang semula konvensional menjadi
lebih kepada rencana aksi nyata. Contohnya dengan memberi bansos kepada
masyarakat yang terdampak pandemi. Namun, aksi nyata tersebut dapat berbalik
arah dan berubah menjadi pelanggaran atau pidana pilkada dan dapat berdampak
pada kualitas demokrasi di Indonesia, karena pemberian bansos yang bersumber
dari APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada
masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon petahana untuk
berkampanye, dengan menempelkan gambar ajakan untuk memilih salah satu
pasangan calon dalam pilkada.

REKOMENDASI

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembentuk undang-undang, serta KPU,
Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selaku
penyelenggara agar mampu mempersiapkan dan melaksanakan pilkada serentak
kedepan yang bebas dari praktik korupsi dengan memanfaatkan dana bansos.

Pertama, dibutuhkan sebuah regulasi vyang konkret dalam mengatur
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petahana dengan memanfaatkan
dana bansos. Oleh karena itu, DPR Bersama dengan pemerintah selaku pembentuk
undang-undang dapat melakukan revisi terhadap UU Pilkada dan menambahkan
ketentuan hingga sanksi bagi kepala daerah yang menggunakan dana bansos dalam
kampanye di pilkada serentak.
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Hal ini penting dan dibutuhkan karena UU Pilkada saat ini menyamakan
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petahana dengan memanfaatkan
dana bansos sebagai bentuk praktik jual beli suara biasa. Padahal, terdapat variabel
yang berbeda berupa penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki
oleh calon kepala daerah petahana.

Kedua, KPU dan Bawaslu, selaku penyelenggara pilkada serentak harus mampu
melaksanakan pesta demokrasi yang berintegritas dan bebas dari praktik politik
uang seperti penyalahgunaan bansos demi kepentingan elektoral. Pengawasan
harus dilakukan dari hulu ke hilir dengan menjadikan IKP yang disusun oleh
Bawaslu untuk memetakan daerah rawan terjadinya praktik politik uang. Dengan
demikian, langkah yang dapat diambil oleh penyelenggara pilkada serentak menjadi
lebih efektif dan efisien.

Ketiga, Koordinasi antar lembaga, baik itu penyelenggara pilkada maupun lembaga
negara lainnya, menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pilkada serentak kedepannya. Salah satu kolaborasi yang dapat dilakukan adalah
untuk mengawasi tindakan petahana yang memanfaatkan simbol daerah atau
program milik pemerintah daerah seperti bansos demi kepentingan elektoral.
Dalam hal ini, Bawaslu dapat melakukan kerja sama dengan APIP. Selain itu,
masyarakat sipil dan media juga sangat penting dan perlu diikutsertakan dalam
upaya bersama untuk penanggulangan korupsi politik, termasuk yang
mempolitisasi bansos pada pilkada serentak.
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